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I. PENDAHULUAN 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

disebutkan bahwa pengelolaan Keuangan Negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kebijakan penggunaan kartu kredit pemerintah 

dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara tersebut 

dan dilaksanakan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan. Penggunaan 

Kartu kredit Pemerintah dilaksanakan untuk belanja yang menggunakan mekanisme Uang 

Persediaan (UP) yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku seperti Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2013 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan PMK 

Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. 
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Penggunaaan Kartu Kredit Pemerintah dalam penyelesaian tagihan kepada negara 

melalui mekanisme UP terbatas untuk penyelesaian tagihan belanja barang dan belanja 

modal.
1
  

Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu 

yang dapat digunakan Satuan Kerja (Satker), untuk melakukan pembayaran atas transaksi 

belanja negara dalam penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah. Kartu Kredit ini merupakan 

Kartu Kredit Corporate (Corporate Card) yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit 

Pemerintah. Bank penerbit kartu ini merupakan bank yang sama dengan tempat rekening 

Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dibuka dan kantor 

pusat bank tersebut telah melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

(DJPb).
2
 

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan prinsip 

sebagai berikut: 

a. fleksibel, yaitu kemudahan penggunaan (flexibility) kartu dengan jangkauan pemakaian 

yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant yang menerima 

pembayaran melalui mesin Electronic Data Capture (EDC)/media daring; 

b. aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan (fraud) dari transaksi 

secara tunai; 

c. efektif dalam mengurangi UP yang menganggur (idle cash) dan biaya dana (cost of fund) 

Pemerintah dari transaksi UP; dan 

                                                           
1
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah, Pasal 3 
2
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah, Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) 
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d. akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP Kartu 

Kredit Pemerintah.
3
 

 

II. PERMASALAHAN 

Bagaimanakah proses pengajuan dan penerbitan kartu kredit pemerintah? 

   

III. PEMBAHASAN 

Kartu kredit pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang 

dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara yang dapat 

dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih 

dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satker Kementerian/Lembaga 

berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang  disepakati 

dengan pelunasan secara sekaligus.
4
 

Pemegang Kartu Kredit Pemerintah adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan 

Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai 

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, atau pegawai lainnya untuk melakukan belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah 

berdasarkan penetapan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
5
 

Kartu Kredit Pemerintah terdiri atas kartu kredit untuk keperluan belanja barang 

operasional serta belanja modal dan kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas 

                                                           
3
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah, Pasal 4 ayat (5) 
4
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah, Pasal 1 angka 1  
5
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah, Pasal 1 angka 2 
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jabatan. Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja 

modal digunakan untuk keperluan: 

a. belanja barang operasional, antara lain belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan 

bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, dan belanja barang operasional 

lainnya; 

b. belanja barang non operasional, antara lain belanja bahan dan belanja barang non 

operasional lainnya; 

c. belanja barang untuk persediaan, antara lain belanja barang persediaan barang konsumsi; 

d. belanja sewa; 

e. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, antara lain belanja pemeliharaan gedung dan 

bangunan, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, dan belanja 

pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya; 

f. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, antara lain belanja pemeliharaan peralatan dan 

mesin, belanja bahan bakar minyak dan pelumas dan pelumas khusus non pertamina, 

belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja pemeliharaan 

peralatan dan mesin lainnya; 

g. belanja pemeliharaan lainnya, antara lain belanja barang persediaan pemeliharaan lainnya 

dan belanja pemeliharaan lainnya; dan/atau 

h. belanja modal dengan nilai belanja paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah). 

Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan digunakan untuk 

komponen pembayaran biaya transpor, penginapan, dan/atau sewa kendaraan dalam kota.
6
 

                                                           
6
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah, Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) 
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Batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka keperluan belanja 

operasional dan belanja modal untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap kartu kredit dalam 1 (satu) bulan. 

Batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka keperluan belanja perjalanan 

dinas jabatan untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua 

puluh juta rupiah) untuk setiap kartu kredit dalam 1 (satu) bulan.
7
 

Proses pengajuan dan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah diawali dengan DJPb 

melakukan perjanjian kerja sama induk dengan Kantor Pusat Bank Penerbit Kartu Kredit 

Pemerintah terkait koordinasi pengembangan pelaksanaan pembayaran dengan Kartu Kredit 

Pemerintah dalam rangka standardisasi dan percepatan pelayanan pembayaran dengan Kartu 

Kredit Pemerintah. Perjanjian kerja sama induk ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan 

perjanjian kerja sama antara Satker dengan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang akan 

menjadi mitra kerjanya.
8
 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit Kartu 

Kredit Pemerintah yang merupakan bank yang sama dengan tempat rekening BP/BPP 

dibuka.
9
 

Berdasarkan penunjukan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, KPA melakukan 

perjanjian kerja sama Satker dengan Pejabat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang 

                                                           
7
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah, Pasal 29 ayat (1) dan (2) 
8
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah, Pasal 30 ayat (1) dan (3) 
9
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah, Pasal 31 ayat (1) dan (2) 
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menjadi mitra kerjanya dengan mengacu pada perjanjian kerja sama induk antara DJPb 

dengan Pimpinan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.
10

 

Berdasarkan perjanjian kerja sama Satker, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker 

menyampaikan Daftar Usulan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan Daftar Usulan 

Administrator Kartu Kredit Pemerintah kepada KPA. Jumlah usulan Pemegang Kartu Kredit 

Pemerintah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan Satker, 

besaran UP Kartu Kredit Pemerintah, frekuensi kegiatan yang dibiayai melalui UP Kartu 

Kredit Pemerintah, dan/atau banyaknya Kartu Kredit Pemerintah yang akan diterbitkan. KPA 

menetapkan daftar Pemegang Kartu Pemerintah dan daftar Administrator Kartu Pemerintah 

dalam satu surat keputusan KPA.
11

 

KPA menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah kepada 

Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dilampiri: 

a. Surat Referensi; 

b. formulir aplikasi Kartu Kredit Pemerintah dari bank berkenaan; 

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 

d. fotocopy NPWP; 

e. fotocopy Surat Persetujuan Besaran UP dari KPPN; dan 

f. fotocopy surat keputusan penunjukan KPA.
12

 

Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah melakukan verifikasi atas Surat Permohonan 

Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan dokumen pendukungnya, termasuk verifikasi atas 
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 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah, Pasal 32 ayat (1) dan (3) 
11

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah, Pasal 34 ayat (1), (3) dan (6) 
12

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah, Pasal 35 ayat (1) 
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persetujuan pemberian batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah yang disesuaikan 

dengan kebijakan masing-masing Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dengan 

mempertimbangkan Surat Persetujuan Besaran UP Satker.
13

 

Dalam hal hasil verifikasi terpenuhi, Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah 

menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah, rekapitulasi penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan 

tanda terima Kartu Kredit Pemerintah untuk diserahkan kepada KPA.
14

 

Dalam hal hasil verifikasi tidak terpenuhi, Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah 

menolak sebagian/seluruh permohonan penerbitan Kartu KreditPemerintah dengan 

menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada KPA.
15

  

KPA setelah menerima Kartu Kredit Pemerintah dari bank penerbit menyerahkan 

kepada para pemegang Kartu Kredit Pemerintah disertai Berita Acara Serah Terima Kartu 

Kredit Pemerintah dan Surat Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang 

ditandatangi oleh KPA dan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.
16

 

 

IV. PENUTUP 

Proses pengajuan dan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah diawali dengan DJPb 

melakukan perjanjian kerja sama induk dengan Kantor Pusat Bank Penerbit Kartu Kredit 

Pemerintah. KPA satker menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah kemudian 

melakukan perjanjian kerja sama Satker dengan Pejabat Bank Penerbit Kartu Kredit 

Pemerintah yang ditunjuk dengan mengacu pada perjanjian kerja sama induk yang telah 
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 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah, Pasal 36 ayat (1) dan (2) 
14

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah, Pasal 37 ayat (1) 
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 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah, Pasal 38 ayat (1) 
16

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah, Pasal 39 ayat (1) 
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dilaksanakan oleh DJPb dengan Kantor Pusat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Setelah 

melakukan perjanjian kerja sama KPA menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan Kartu 

Kredit Pemerintah kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dilampiri dengan dokumen 

pendukungnya. Atas permohonan tersebut Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah melakukan 

verifikasi atas Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan dokumen 

pendukungnya. Dalam hal hasil verifikasi terpenuhi, Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah 

kemudian menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah, rekapitulasi penerbitan Kartu Kredit 

Pemerintah dan tanda terima Kartu Kredit Pemerintah untuk diserahkan kepada KPA. 
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Daftar Pustaka: 

 

Peraturan Perundang-undangan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan 

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. 

 

Penulis: 

Tim UJDIH BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan 

untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.  

 


